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putusan.mahkamahaayeres:a9s7/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :
PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di
Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat”,
Lawan

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal Kabupaten
Malang, sebagai "Tergugat™;
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Juni 2005 yang telah
terdaftar di  Kepaniteraan ~ Pengadilan =~ Agama  Kabupaten = Malang  Nomor:
1957/Pdt.G/2005/PA.Kab.MIlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan
Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/77/1X/1994 tanggal 18 September
1994) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.15/Pw.01/09/2005
tanggal 30 April 2005 ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah
kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi
Kabupaten Malang selama 8 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

bernama : ;

3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
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a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena
Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa
memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai
penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan kadang setiap 2
minggu sekali kurang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal
kebutuhan setiap dua minggu sebesar Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah );

b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama JUMANI, yakni Tergugat
sering berada di rumah wanita tersebut, hal tersebut Penggugat ketahui dari adik
Tergugat sendiri bernama KARMI;

c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa
tujuan yang jelas hak itu Tergugat lakukan ketika ia tidak bekerja/ojek, dari pagi
hari pulangnya sore hari;;

4. Bahwa Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang
menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat dan bahkan Tergugat

pernah 1 kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2003,
yakni sewaktu Penggugat tanya pada Tergugat, apa benar Tergugat selingkuh, namun
Tergugat tidak menjawab tapi marah-marah sambil mengusir Penggugat yang akibatnya
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu

Terguagt tidak kirim nafkah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai
berikut:
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3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah hadir sendiri, tetapi pada saat putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak hadir, namun ia telah
mengajukan jawabana atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Ketua Majelis telah berupaya
mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil Penggugat yang secara
lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan, yang secara lengkap telah tecantum dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-

bukti surat berupa :

a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten
Malang Nomor : 334/77/1X/1994 Tanggal 18/09/1994;
Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan
tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 30 tahun, agama lIslam, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat kediaman di

Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dbahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;

2. bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;

3. Setelah itu Penggugat kerja di Malaysia selama 5 bulan, dan masih hidup rukun, kemudian
mereka pisah rumah selama 3 bulan;

4. bahwa saksi tahu, mereka pisah-pisahan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
bernama Jumani, bahkan Tergugat sering tinggal dirumah wilnya tersebut seharian, dan

wilnya tersebut belum dinikahi oleh Tergugat;
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6. bahwa saksi sudah mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup
sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela pada tanggal 15
Agustus 2005, Nomor 1957/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg. yang amarnya pada pokoknya
menyatakan perkara a quo sebagai syiqoq dan mengangkat Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs.
SUYONO, masing-masing sebagai hakamain minjihatil hakim, dan selanjutnya di persidangan
tanggal 29 Agustus 2005, hakamain tersebut telah menyampaikan laporannya, yang secera
lengkap telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara

pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara
namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa
antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus-menerus
dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan
Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada
pokoknya menguatkan kebenaraan dalil Gugatan Penggugat;
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ternyata juga tidak berhasil, hal mana membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat

tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat pada saat ini benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang
tidak bisa didamaikan lagi, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian itu
justru akan menambah berat beban penderitaan kedua belah pihak dan lebih memperbesar
kemungkinan timbulnya mudharat bagi keduanya; pula pernikahan yang demikian itu tidak
akan bisa mencapai tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh
dengan mawaddah dan rahmat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, berdasarkan al Qur’an, surat ar Rum ayat 21;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989, yang bersumber dari al Qur’an, surat An Nisa’ ayat 35, Majelis Hakim telah
mengangkat Hakamain minjihatil hakim, dan dalam laporan ikhtila’ dan kesimpulannya
Hakamain tersebut menyatakan bahwa upaya islah antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa
menghasilkan kata sepakat untuk rukun kembali/mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa setelah laporan dan kesimpulan Hakamaian
tersebut disampaikan, Penggugat menyatakan tetap pada sikapnya semula, yakni tetap pada
gugatannya dan menolak melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Tergugat tetap
menolak gugatan Penggugat dan menghendaki rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa mempertimbangkan
lagi siapa yang salah dan siapa yang benar, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan
yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan
lagi dalam rumah tangga karena adanya rasa tidak suka, benci dan tidak adanya lagi rasa cinta
dari salah satu pihak kepada lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum

Islam yang tercantum dalam kitab  Ghoyatul Marom yang berbunyi:
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka

gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat
telah terbukti, serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat(1)Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirimkan satu helai
salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam
yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai
salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.287.000,- (.dua ratus
delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2005
Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1426 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI,
S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs.
ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta
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HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Kepaniteraan  : Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi  : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.170.000,-

4. LAPP - Rp. 35.000,-

5. Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.287.000,-
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